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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
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Q Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
¥

(Qs. An-Nisa’[ 4 ] ayat: 59).
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Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa
kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan.

(Qs. An-Nur [ 24 Jayat 52 )
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ABSTRAK

Nama : Aspala { 2011111020}
Pembimbing : Dr .H. Makrum kholil, M. Ag
Judul : Tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa

Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang

. Banyaknya masyarakat Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang
yang tidak mempunyai buku nikah tentu meberikan permasalahan tersendiri.
Setidaknya ada 30 pasangan suami isteri yang tidak mempunyai buku atau akta
nikah. Desa Gerlang yang terdiri dari tujuh perdukuhan rata-rata dua sampai tiga
pasangan yang tidak mempunyai buku nikah. Alasanya mulai dari hilangnya akta
nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan,
perkawinan yang dilakukan sebelum Undang- Undang No.1 Tahun 1974. Untuk
itu sudah seharusnya pemerintah dan instansi terkait menanggapi permasalahan
tersebut.

Ada dua pokok permasalahan dalam latarbelakang di atas pertama,
bagaimana tingkat kesadaran hukum di Desa Gerlang Kecamatan Blado
Kabupaten Batang tentang ltsbat nikah, apa faktor yang menghambat dan
mendukung tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah dan masyarakat di Desa
Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini
adalah penelitian field research atau lapangan. Adapun metode pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk sumber
data ada tiga yaitu primer, sekunder sedangkan untuk pengecekan keabsahan data
adalah menggunakan Triangulasi. Dan untuk analisis data adalah menggunakan
model analisis interaktif .

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum tentang
isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang masih rendah.
Dari hasil peneliti rata-rata masyarakat mengatakan tidak mengetahui adanya
peraturan hukum tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa
pencatatan pernikahan hanya sebatas peraturan pemerintah tanpa mempengaruhi
keabsahan pernikahan. Masyarakat baru menyadari akan kepentingan buku atau
akta nikah ketika hendak mengurus keperluan capaian seperti pembuatan kartu
keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, persyaratan masuk sekolah anaknya
yang membutuhkan akta kelahiran anak dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang
mendukung dan menghambat tingkat kesadaran masyarakat Desa Gerlang dalam
hal isbat nikah. Fator pendukung yaitu kewenangan Pemerintah Daerah, sarana
dan prasarana dan sanksi sosial. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu
pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Kesadaran, Hukum, Ishat Nikah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan
atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu
pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi
anggota dalam masyarakat yang besar.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum
dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak
dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan
perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku Nikah.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak
mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak
dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang
dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran
dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah
mengajukan permohoan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbhat nikah

yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar

! Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him. 22-23.



untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku
nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsha” yang
merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”,
dan kata “nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling
menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan
pernikahan”.2

Menurut Peter Salim kata itsbat nikah memiliki pengertian penetapan
tentang kebenaran nikah.? Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam
Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran
(keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah
dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA
atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan).

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama
dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan

dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal

2 Ahmad Warsono Munawir , Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok
Pesantren al-Munawir, 1984), him. 145.
% Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke delapan

Belas Edisi IV (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), him. 339.



49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini
berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "isbat nikah yang diajukan
ke pengadilan agama”, pada ayat (3) disebutkan : isbat nikah yang diajukan ke
pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

2. Hilangnya akta nikah

3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan
pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran,
pernikahan, talak, cerai, waris, sampai kematian yang diatur oleh Negara.
Peristiwa-peristiwa di atas adalah peristiwa individual (privat) tetapi fakta
hukumnya menjadi peristiwa publik, karena secara langsung dan tidak langsung
memiliki akibat hukum bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarga dan
komunitas, sekaligus meletakkan tanggung jawab Negara untuk memastikan
pemenuhan hak asasi warga Negara sebagai hak asasi manusia.

Secara goegrafis Indonesia yang merupakan negara agraris ini fasilitas
kenegaraan termasuk kehakiman banyak terpusat di kota, maupun di pusat
pemerintahan dan kurang menjangkau wilayah pedesaan. Kondisi ini
menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa relatif terbatas aksesnya untuk

mendapat layanan negara, termasuk layanan berkaitan dengan peradilan akan



itsbat nikah. Untuk menjembatani dan memperluas akses masyarakat untuk
mendapatkan keadilan dan legitimasi hukum, Mahkamah Agung sebagai
pemegang kekuasaan kehakiman menyelenggarakan Pelayanan Terpadu, agar
pernikahan masyarakat yang belum tercatatat memperoleh legitimasi hukumnya
(itsbat nikah diluar gedung peradilan).

Pelayanan Terpadu itsbat nikah massal ini tersurat dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan
secara bersama dan terkoordinir dalam satu waktu dan tempat tertentu antara
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama,
dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan
perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan negeri dan itsbat nikah
sesuai dengan kewenangan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi
pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Adapun itsbat nikah adalah
pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yang dilakukan berkala maupun insidentil.

Apa yang dilakukan MA ini yang bekerja sama dengan instansi di atas,
merupakan salah satu upaya untuk lebih mensosialisasikan itsbat nikah, supaya
lebih diterima secara luas oleh masyarakat, hingga kepelosok Desa. Salah satu
Desa yang jauh dari jangkauan Kota dalam pelayanan publik terkait isbat nikah
yaitu Desa Gerlang. Implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung di atas belum

terlaksana secara optimal bahkan bisa dikatakan tidak ada. Padahal pernikahan



tidak tercatat di Desa Gerlang tergolong banyak yaitu sekitar 30 pasangan. Setiap
dusun rata-rata ada 3 sampai 5 pasangan pernikahan tidak tercatat atau yang
memenuhi syarat untuk isbat nikah.

Peraturan, kebijakan, program kerja hingga kegiatan yang diselenggarakan
oleh Negara, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukumnya, tentu
membutuhkan sosialisasi agar apa yang dilakukan Negara tersebut diterima dan
dilaksanakan oleh warganya. Itsbat nikah sebagai salah satu kebijakan Negara
supaya seluruh pernikahan warga negaranya menjadi tercatat, harus
disosialisasikan terlebih dahulu sebagaimana yang lakukan oleh Pengadilan
Agama dan instansi terkait lainnya.

Kebijakan Negara yang arah implementasinya dari atas ke bawah (top-
down) belum tentu berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat yang arah
geraknya muncul dari bawah untuk menerima atas (down-top), antara kebijakan
negara dan penerimaan masyarakat harus seiring sejalan. Sosialisasi itsbat nikah
tidak diimbangi dengan adanya parameter (ukuran) tentang kesadran hukum
masyarakat tentu tidak akan efektif, padahal masyarakat Desa Gerlang dapat
dikatakan agamis, karena banyak yang paham dan taat akan ajaran Islam, namun
dalam pelaksanaan administrasi negara dalam hal ini yaitu itsbat nikah,
masyarakat masih banyak yang kurang tahu sehingga tidak mementingkan
dokumen Negara yaitu buku nikah atau akta nikah.* Berdasarkan uraian di atas
penulis tertarik untuk meneliti tentang, Tingkat Kesadaran Hukum tentang

Isbat Nikah di Studi Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

* Sukowiyono, Kepala Desa Gerlang, Wawancara Pribadi, Desa Gerlang pada tanggal
10 Maret 2018.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di Desa Gerlang Kecamatan Blado
Kabupaten Batang tentang itsbat nikah ?

2. Apa faktor yang menghambat dan mendukung tingkat kesadaran hukum
tentang isbat nikah masyarakat di Desa Gerlang Kecamatan Blado
Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan meneliti tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di
Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

2. Untuk mengkaji dan meneliti faktor yang mendukung dan menghambat
tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan
Blado Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas penulis berharap penelitian karya ilmiah ini
dapat bermanfaat :
1. Teoritis
a) Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbagan pemikiran
berupa penjelasan dan gambaran tentang tingkat kesadaran hukum
tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupeten
Batang.

b) Dapat menambah khasanah ilmu terutama tentang hukum keluarga

Islam.
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2. Praktis

a) Bagi Masyarakat
Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa pentingnya
mencatatkan perkawinan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga
negara.

b) Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat

nikah.

E. Kerangka Teori

Pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Dalam arti
bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang di teliti adalah
teori-teori yang memiliki pendekatan yang akan di gunakan. Jadi kerangka
teoritis bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang
teori-teori sebagai landansan penelitian yang akan dilakukan dan saling
berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya suatu teori yang
berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti atau mungkin juga
untuk mencoba menemukan teori baru yang mungkin ditemukan dari suatu
penelitian.”

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima macam kegunaan teori yaitu :
pertama, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan

fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Kedua, teori sangat berguna

> Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008),

him.54-55.



dalam mengembangkan sistem Klasifikasi fakta, membina struktur konsep-
konsep serta memperkembang definisi-definisi. Ketiga, teori biasanya
merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah di ketahui serta menguiji
kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Keempat, teori
memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. Kelima, teori
memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan
penelitian.®
Berdasarkan pentingnya kegunaan teori pada suatu penelitian, maka
pada penulisan tesis ini penyusun akan mengunakan teori yang berkaitan erat
dengan proses keberhasilan penerapan suatu hukum yaitu kesadaran hukum.’
Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indicator untuk mengetahui
kesadaran hukum suatu masyarakat yaitu :
1. Pengetahuan hukum
2. Pengakuan terhadap hukum
3. Sikap atau penghargaan terhadap hukum
4. Kepatuhan hukum
Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan pengambat
kefektifitasan suatu hukum maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya

yaitu® :

® Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Yuridis dan Masyarakat (Bandung : Alumni,1981),
him.111-112.

” Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang
keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan
hukum Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa inggris yaitu effectiveness of the legal
theory, dalam bahasa belanda disebut dengan effectiviteit van de juridische theorie, dalam bahasa
Jerman wirksamkeit der rechtlichen theorie. Soerjono Soekanto, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta : Rajawali Press, 2003), him.301.



1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas

4. Masyarakat

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa
prinsip yang tujuannya adalah agar undang-undang atau peraturan tersebut
mempunyai dampak positif. Menurut Fuller setiap peraturan (undang-undang,
peraturan pemerintah dan lain-lain) harus memenuhi eight principles of legality
antara lain: 1) harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam
masyarakat; 2) peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak,
tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap
mengetahui undang-undang sesaat setelah diundangkan; 3) rumusan aturan
dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum; 4). peraturan tidak
boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal; 5)
hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan; 6)
hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya; 7) hukum harus
konsisten, tidak sering berubah atau bersifat adhoc; 8) dan ada kecocokan

antara peraturan dengan pelaksanaan sehari hari.’

8 Menurut Zainuddin Ali ada empat faktor efektifitas hukum. Zainuddin Ali, Filsafat
Hukum, hlm. 94. Namun Soerjono Soekanto menambahkan budaya hukum sebagai salah satu
efektifitas hukum. Soerjono Soekanto, Faktor — faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Cet. Ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), him.8-9.

® MR Zafer, Jurisprudence ; An Outline (Kuala Lumpur : Internasional Law Book Series,
1994), him.45.
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F. Sistematika Penulisan
Bab I: Berisi Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan

sistematika penulisan.

Bab I1: Pada bagian ini berisi kerangka teori, yang mencakup teori yang
menjadi landasan untuk digunakan sebagai kaca mata melihat permasalahan di
penelitian. Kerangka Teori penelitian ini berisi : Pengertian itsbat nikah, urgensi
pencatatan pernikahan dalam itsbat nikah, syarat-syarat istbat nikah, dasar hukum
istbat nikah, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-
undangan di Indonesia, pengertian kesadaran hukum, pengertian hukum, tujuan

hukum, fungsi hukum, kesadaran hukum dan penelitian yang relevan.

Bab I11: Berisi metode penelitian, untuk mengungkap jenis penelitian,
sifat penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data,
pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data.

Bab 1V: Pada bab empat ini dibagi menjadi tiga sub bab, yakni: deskripsi
data, analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian akan mengungkap tentang
data-data yang mencakup tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa
Gerlang. Pengetahuan ini didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti terhadap informan.

Bab V: Penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kesadaran hukum
mengenai isbat nikah di desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan
Blado Kabupaten Batang masih rendah. Hal ini kerena masih banyak
masyarakat yang belum tahu dan paham tentang prosedur isbat nikah.

2. Faktor pendukukng tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah yaitu
kewenangan Pemerintah Daerah, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor
yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya
sosialisasi dan ekonomi masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Peran pemerintah desa serta struktur Badan Peradilan Agama sebagai
perangkat hukum keluarga Islam dalam mewujudkan kesadaran
masyarakat terhadap isbat nikah, menjadi tolok ukur apakah lembaga ini
bekerja secara efektif atau tidak. Dengan kata lain, para instansi terkait
lebih giat dalam memberikan evaluasi atau pengarahan kepada
masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

2. Selain peran lembaga hukum diatas, peran tokoh masyarakat, alim ulama

dan bagi siapapun yang menjadi anutan masyarakat, sudah selayaknya
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menyadari mengenai pentingnya modernisasi hukum dalam hal ini
peningnya mencatatkan perkawinan menuju masyarakat yang lebih adil.
Hal ini penting mengingat merekalah yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat dan dengan mereka pula masyarakat mengembalikan
permasalahan keluarga. Dengan adanya integrasi semua Instansi dan
lembaga sehingga masyarakat mempunyai buku nikah sebagai bukti
legalitas hukum yang diakui Negara sehingga apabila terjadi

permasalahan hukum maka dapat di proses sesuai aturan yang berlaku.
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Gambar 2.1

Wawancara dengan Kepala Dusun

Gambar 2.2

Wawancara dengan warga Desa Gerlang
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Gambar 2.3

Wawancara dengan warga Desa Gerlang

Gambar 2.4

Wawancara dengan warga Desa Gerlang
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Gambar 2.5

Wawancara dengan warga Desa Gerlang

Gambar 2.6

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gerlang
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Gambar 2.7

Balai Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang
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Gambar 2.8

Peta Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang
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